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SALINAN PUTUSAN
Nomor 4511/Pdt.G/2024/PA.Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cianjur
Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama,
telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:
XXXXX, NIK 3203065004920004, tempat dan tanggal lahir Cianjur, 10 April
1992, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus
Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten
Cianjur, Provinsi Jawa Barat, dengan domisili elektronik pada

email kusmiatil60514@gmail.com, dalam hal ini memberi

kuasa kepada Niko Apriliandi, S.H., Advokat pada Kantor
Hukum NIKO APRILIANDI, S.H. & PARTNERS yang berkantor
di Jalan Raya Bandung, KM 16, Prapatan Tungturunan, Desa
Hegarmanah, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur,
dengan domisili elektronik pada email apriliandin8@gmail.com,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 007/SK/N.A/X1/2024

tanggal 05 November 2024, yang telah didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Cianjur dengan register kuasa Nomor
3358/4511/RSK/2024/PA.Cjr tanggal 28 November 2024,
sebagai Penggugat;
Lawan

XXXXX, NIK 3203052410900001, tempat dan tanggal lahir Cianjur, 24 Oktober
1990, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta,
bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa
Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA
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Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 November 2024
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor
4511/Pdt.G/2024/PA.Cjr tanggal 28 November 2024, dengan dalil-dalil pada
pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2013, Penggugat dan Tergugat telah
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bojongpicung, Kabupaten
Cianjur, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 1388/248/X/2013,
tertanggal 31 Oktober 2013;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
rumah orangtua Penggugat selama 4 tahun dan sudah dikaruniai 1 anak
yang bernama:

. XXXXX, NIK 3203062607140003, laki-laki, lahir di Cianjur,26 Juli

2014, usia 10 tahun;
3. Bahwa sejak Juni 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
disebabkan karena:

. Tergugat tidak memberi nafkah dzahir kepada Penggugat;

. Tergugat dalam berumah tangga selalu berkata-kata kasar yang

membuat perasaan atau hati seorang istri sakit hati dan merasa sangat

tidak nyaman;

. Tergugat sering cemburuan tanpa dasar dan alasan yang jelas;
4. Bahwa puncaknya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu
sekira bulan Mei tahun 2018. Dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat
karena sudah tidak menahan rasa sakit dan ketidakbahagiaan dalam
kondisi rumah tangga yang sering cekcok atas perilaku Tergugat
sebagaimana sebab-sebab pertengkaran di atas;
5. Bahwa Penggugat sudah kurang lebih 1 tahun tidak tinggal bersama
Tergugat, bahkan sudah tidak pernah berkomunikasi lagi baik secra via
telepon atau tatap muka, Tergugat sudah tidak menunaikan kewajibannya
sebagai suami bahkan sudah dilakukan beberapa kali mediasi untuk damai
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atau rukun kembali namun tetap tidak berhasil dikarenakan sikap dan
perilaku Tergugat tidak berubah sama sekali yang seharusnya Tergugat
sebagai seorang suami atau kepala keluarga istri dan anak-anaknya dapat
mendidik, memberikan ilmu agama dan membina kehidupan rumah tangga
yang harmonis dan damai sebagaimana tujuan perkawinan itu sendiri untuk
membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam bingkai
ridho dan Rahmat Allah SWT;
6. bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama keluarga dan orangtuanya;
7. Bahwa Penggugat sangat sulit untuk memperbaiki dan mempertahankan
biduk rumah tangga dengan Tergugat, kalaupun dipertahankan tidak akan
membawa kemaslahatan baik kepada Penggugat maupun kepada
Tergugat, dikarenakan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga
yang sakinah, mawadah warahmah tidak akan terwujud bahkan akan
menimbulkan suatu dosa dan Penggugat sudah berketetapan hati untuk
mengakhiri pernikahan melalui perceraian dan semoga ini menjadi jalan
dan petunjuk yang terbaik setelah berupaya dan berusaha sekuat mungkin
untuk tetap bertahan dalam menjaga keutuhan rumah tangga, namun tetap
tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan dan dalil-dalil di atas, telah
cukup kuat dan beralasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan
gugatan perceraian ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana
Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum
Islam dann Surat Edaran Mahkamah Agung Rl Nomor 1 Tahun 2022
tentang Rumusan Hukum Kamar Agama point b ayat (2). Dan untuk itu
Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cianjur
kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara
ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis

Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya

berbunyi sebagai berikut:
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Primer:
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (XXXXX) terhadap
Penggugat (XXXXX);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.
Subsider:
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

(ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah
datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakillkuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan
(relaas) Nomor 4511/Pdt.G/2024/PA.Cjr tanggal 30 November 2024 dan Nomor
4511/Pdt.G/2024/PA.Cjr tanggal 14 Desember 2024 yang dibacakan di
persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak
ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang
sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan
alat bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan

NIK 3203065004920004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur tertanggal 10

Februari 2021, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan

aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
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1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-
344/Kua.10.03.05/Pw.01/09/2024 tertanggal 23 September 2024, yang
dilampirkan dengan fotokopi Kutipan Akta Nikah  Nomor
1388/248/X/2013 tertanggal 31 Oktober 2013, dikeluarkan oleh Kepala
Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojongpicung, Kabupaten Cianjur,
Provinsi Jawa Barat, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan
dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);
B. Saksi:
1. XXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Pasir
Dawuan, RT 002 RW 009, Desa Mekargalih, Kecamatan Ciranjang,
Kabupaten Cianjur, setelah mengangkat sumpah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
¢ Bahwa sebagai Saudara Kandung Penggugat, saksi mengetahui
Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya
tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Kampung Pasir
Rahong, RT 002 RW 003, Desa Hegarmanah, Kecamatan
Bojongpicung, Kabupaten Cianjur dan telah dikaruniai seorang anak
laki-laki yang bernama Nirvana Al Hasqgi Ramadani, usia 10 tahun;
¢ Bahwa sejak bulan Juni 2017 antara Penggugat dengan Tergugat
sering bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak memberikan
nafkah untuk keperluan sehari-hari rumah tangga, Tergugat selalu
berkata kasar sehingga membuat Penggugat tidak nyaman dan sakit
hati serta Tergugat sering cemburu kepada Penggugat tanpa alasan
yang jelas;
e Bahwa sejak bulan Mei 2018 antara Penggugat dengan Tergugat
pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman
bersama;
e Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal
tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
¢ Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya, akan
tetapi tidak berhasil;
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2. XXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Pasir Dawuan,
RT 002 RW 009, Desa Mekargalih, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten
Cianjur, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang
pada pokoknya sebagai berikut:
e Bahwa sebagai Saudara Ipar Penggugat, saksi mengetahui
Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya
tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Kampung Pasir
Rahong, RT 002 RW 003, Desa Hegarmanah, Kecamatan
Bojongpicung, Kabupaten Cianjur dan telah dikaruniai seorang anak
laki-laki yang bernama Nirvana Al Hasgi Ramadani;
¢ Bahwa sejak bulan Juni 2017 antara Penggugat dengan Tergugat
sering bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak memberikan
nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering berkata kasar kepada
Penggugat dan sering cemburu tanpa alasan yang jelas;
* Bahwa sejak bulan Mei 2018 antara Penggugat dengan Tergugat
pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman
bersama;
e Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal
tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
e Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya, akan
tetapi tidak berhasil;
Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya
sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;
Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana terurai di atas;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 4511/Pdt.G/2024/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih
lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu Majelis akan
mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Penggugat untuk mewakili
Penggugat di dalam persidangan perkara a quo sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah Advokat yang
telah mengangkat sumpah di hadapan sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan
Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Cianjur telah
memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum
Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (legal standing) yang sah
untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal
4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas)
Nomor 4511/Pdt.G/2024/PA.Cjr tanggal 30 November 2024 dan Nomor
4511/Pdt.G/2024/PA.Cjr tanggal 14 Desember 2024 yang dibacakan di
persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak
ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu
alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan
patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir
dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal
125 ayat (1) HIR/Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan
Penggugat adalah Cerai Gugat dengan alasan sejak bulan Juni 2017 antara
Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah untuk keluarga, Tergugat sering
berkata kasar sehingga membuat Penggugat tidak nyaman dan sakit hati serta
Tergugat sering cemburu tanpa alasan yang jelas dan sejak bulan Mei 2018
antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi

meninggalkan kediaman bersama dan yang hingga perkara ini didaftarkan di
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Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur telah berjalan selama lebih dari 6
(enam) tahun;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau
setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena
Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara
perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-
alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685
KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah
mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi identitas Penggugat) dan P.2
(fotokopi Surat Keterangan yang dilampirkan dengan fotokopi Kutipan Akta
Nikah Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta
otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan
mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan
bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal
31 Oktober 2013 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan
Bojongpicung, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil
sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR,
sehingga membuktikan bahwa sejak bulan Juni 2017 antara Penggugat dan
Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah
untuk keluarga, Tergugat sering berkata kasar sehingga membuat Penggugat
tidak nyaman dan sakit hati serta Tergugat sering cemburu tanpa alasan yang
jelas dan sejak bulan Mei 2018, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah
tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai
perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur sudah
berjalan selama lebih dari 6 (enam) tahun dan sejak itu keduanya tidak pernah
rukun kembali, serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun
kembali akan tetapi tidak berhasil;
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Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan
fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada
tanggal 31 Oktober 2013 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama
Kecamatan Bojongpicung, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, dalam
keadaan ba'da dukhul,

- Bahwa sejak bulan Juni 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering
bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah untuk
keluarga, Tergugat sering berkata kasar sehingga membuat Penggugat
tidak nyaman dan sakit hati serta Tergugat sering cemburu tanpa alasan
yang jelas dan sejak bulan Mei 2018, antara Penggugat dengan Tergugat
telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama
yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Cianjur sudah berjalan selama lebih dari 6 (enam) tahun dan sejak itu
keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah pernah
didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara
Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama lebih dari 6 (enam) tahun
dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka majelis hakim
berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan
dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk
hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan
Tergugat benar-benar telah pecah (break down marriage);

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah,
sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya
mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan
tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka
perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara
Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih
banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Hakim dapat menjatuhkan
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talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana mafhum ibarat dari Kitab

Fighus Sunnah Juz Il, halaman 290 yang berbunyi:

181 ol azg ] dinn o lill o) g cains 135

lagin TVl e olall j=eg JB Ol I 29/l

Artinya: “Apabila terbukti gugatan isteri di hadapan Hakim karena adanya bukti
dari isteri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-kata dan Hakim sudah
tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan
talaknya (suami) dengan talak satu bain”;

dan Kitab Al-Muhadzab Juz Il, halaman 81 yang berbunyi:

ade 3lbo lgzg i) dzg )l s, pac sl Is]g
asllo (uolall
Artinya: “Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka
hakim boleh menjatuhkan talak si suami”;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi
ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19
huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f
Kompilasi Hukum Islam;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;
Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum
pernah bercerai, dalam keadaan ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119
ayat (2) huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Majelis Hakim
perlu menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat;
Menimbang, bahwa karena perkara a gquo masuk dalam bidang
perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-
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Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;
Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum

syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;
1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (XXXXX) terhadap
Penggugat (XXXXX);
1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari
Kamis, tanggal 02 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab
1446 Hijriah, oleh Drs. Muslimin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. R.A.
Satibi, S.H., M.H. dan Drs. Ahmad Yani, S.H., M.H., masing-masing sebagai
Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu
oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu
oleh Fahdhi Syamsuardi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd
Drs. Muslimin, M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota
ttd ttd
Drs. H. R.A. Satibi, S.H., M.H. Drs. Ahmad Yani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti
ttd

Fahdhi Syamsuardi, S.H.
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Perincian biaya:

1. Proses " Rp 100.000,00
2. Panggilan :Rp 40.000,00
3. PNBP ' Rp 70.000,00
4. Meterai ‘Rp 10.000,00

Jumlah "Rp 220.000,00
(dua ratus dua puluh ribu rupiah)
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